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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 
Jalan. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan 

Telepon (0414) 21027, Faximile (0414) 21737 
 
 

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR 
NOMOR  900 / 11/ I / 2025 /BPKPD 

 
TENTANG 

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2025 
 

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, 
  

Menimbang   : a. bahwa dalam rangka tertibnya pelaksanaan kegiatan pada Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 

2025, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis 

Kegiatan (PPTK); 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a,  perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati; 

 
Mengingat    :   1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6398; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar 

Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4889); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan 

atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa; 

7. Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah 

Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Selayar        Nomor 01); 

8. Peraturan Bupati Kabupaten Selayar Nomor 140 Tahun 2021 

tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Selayar (Berita Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2021 Nomor 691); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 

2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136 , Noreg 

B.HK 06.138.24 ) ; 

10. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 

2024 tentang Penjabaran  Anggaran  Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten  Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 

(Berita  Daerah  Kabupaten  Kepulauan  Selayar Tahun 2024 

Nomor 847 ). 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan   :  

KESATU    : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut pada kolom      

4 dan Jabatannya pada kolom 5 pada Lampiran Keputusan ini 

sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 

2025 ; 

 KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud 

pada Diktum KESATU bertugas :  

a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 

b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan 

c. menyiapkan  dokumen anggaran atas beban pengeluaran 

pelaksanaan anggaran ; 

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan di tetapkannya Keputusan 

ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 ; 

KEEMPAT :  Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang 

bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh 

tanggung jawab ; 

 

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
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KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  

 
   Ditetapkan di Benteng 
   pada tanggal   6  Januari  2025 
 
       a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR 
    Plt. KEPALA BADAN, 

 
         ^          
 
 

       NURSAL IKHSAN, SE.,Mak,M.Si. 
    Pangkat : Pembina TK 1 . IV/b 
    NIP         : 19830525 200604 1 016 

  
 
       
Tembusan : 
1. Sekretariat Daerah di Benteng 
2. Inspektur Daerah Kepulauan Selayar di Benteng; 
3. Kabag Pembangunan Setda di Benteng; 
4. Kabag Hukum Setda di Benteng.  
5. Arsip   
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: 900 / 11/1 /2025/ BPKPD

: 6 Januari 2025

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  (PPTK)  
TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA / NIP JABATAN
1 3 4 5

I
1

RITAWATI ,M.M

19831229 201101 2 013

RITAWATI ,M.M

19831229 201101 2 013

RITAWATI ,M.M

19831229 201101 2 013

RITAWATI ,M.M

19831229 201101 2 013

RITAWATI ,M.M

19831229 201101 2 013

RITAWATI ,M.M

19831229 201101 2 013

RITAWATI ,M.M

19831229 201101 2 013

2

WINARNI SURUNG, M.M

19780214 200903 2 001

WINARNI SURUNG, M.M
19780214 200903 2 001

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD2

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

1

KASUBAG KEUANGANSEKRETARIAT

NAMA - NAMA PPTK

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN  DAERAH

NO UNIT KERJA BPKPDPROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN

LAMPIRAN  : 

NOMOR 

TANGGAL 

TENTANG

PPTK 

SEKRETARIAT KASUBAG PROGRAM

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sub Kegiatan :

KASUBAG PROGRAM

2

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

KASUBAG PROGRAM

SEKRETARIAT KASUBAG KEUANGAN

SEKRETARIAT KASUBAG PROGRAM

SEKRETARIAT

KASUBAG PROGRAM

KASUBAG PROGRAM

KASUBAG PROGRAM

SEKRETARIAT

SEKRETARIAT

SEKRETARIAT

Sub Kegiatan :

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

SEKRETARIAT

1

2

3

4

5

6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
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WINARNI SURUNG, M.M

19780214 200903 2 001

WINARNI SURUNG, M.M

19780214 200903 2 001

WINARNI SURUNG, M.M

19780214 200903 2 001

WINARNI SURUNG, M.M

19780214 200903 2 001

3

MUHAMMAD ISWADI, SM

19771021 200701 1 018

MUHAMMAD ISWADI, SM

19771021 200701 1 018

MUHAMMAD ISWADI, SM

19771021 200701 1 018

MUHAMMAD ISWADI, SM

19771021 200701 1 018

MUHAMMAD ISWADI, SM

19771021 200701 1 018

MUHAMMAD ISWADI, SM

19771021 200701 1 018

4

MUHAMMAD ISWADI, SM

19771021 200701 1 018

MUHAMMAD ISWADI, SM

19771021 200701 1 018

MUHAMMAD ISWADI, SM

19771021 200701 1 018

MUHAMMAD ISWADI, SM

19771021 200701 1 018

KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN 
DAN HUKUM

3

4

KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN 
DAN HUKUM

Sub Kegiatan :

1
KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN 

DAN HUKUM

KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN 
DAN HUKUM

2 SEKRETARIAT
KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN 

DAN HUKUM

KASUBAG KEUANGAN

KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN 
DAN HUKUM

KASUBAG KEUANGAN

KASUBAG KEUANGAN

SEKRETARIAT

SEKRETARIAT

3

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD6

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

SEKRETARIATPenyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

Fasilitasi Kunjungan Tamu

SEKRETARIAT

SEKRETARIAT

5

Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

6

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Pengelolaan dan Penyiapan bahan dan Tanggapan Pemeriksaan

4

5

SEKRETARIAT KASUBAG KEUANGAN

SEKRETARIAT

SEKRETARIAT

SEKRETARIAT

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian  Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN 
DAN HUKUM

KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN 
DAN HUKUM

KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN 
DAN HUKUM

KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN 
DAN HUKUM

SEKRETARIAT

1

2

3

4

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya SEKRETARIAT

SEKRETARIAT

SEKRETARIAT

Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
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5

MUHAMMAD ISWADI, SM

19771021 200701 1 018

MUHAMMAD ISWADI, SM

19771021 200701 1 018

MUHAMMAD ISWADI, SM

19771021 200701 1 018

4

MUHAMMAD ISWADI, SM
19771021 200701 1 018

MUHAMMAD ISWADI, SM

19771021 200701 1 018

6

MUHAMMAD ISWADI, SM

19771021 200701 1 018

MUHAMMAD ISWADI, SM

19771021 200701 1 018

MUHAMMAD ISWADI, SM

19771021 200701 1 018

NAMA / NIP JABATAN

1 2 3 4 5

II

1

NUR SOFYANSYAH, S.STP,MAP

19920126 201206 1 001

NUR SOFYANSYAH, S.STP,MAP

19920126 201206 1 001

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan : 

KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN 
DAN HUKUM

KABID ANGGARAN DAERAH

KABID ANGGARAN DAERAH

KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN 
DAN HUKUM

KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN 
DAN HUKUM

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

SEKRETARIAT2

1

BIDANG ANGGARAN DAERAH

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

2

1

Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Sub Kegiatan :

NO PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN UNIT KERJA BPKPD
PPTK 

2

1

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

BIDANG ANGGARAN DAERAH

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN 
DAN HUKUM

SEKRETARIAT

SEKRETARIAT

SEKRETARIAT

SEKRETARIAT
KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN 

DAN HUKUM
3

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub. Kegiatan :

Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

SEKRETARIAT

SEKRETARIAT

SEKRETARIAT

KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN 
DAN HUKUM

KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN 
DAN HUKUM

KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN 
DAN HUKUM

Pengadaan Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan

2 Pengadaan Mebel
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NUR SOFYANSYAH, S.STP,MAP

19920126 201206 1 001

NUR SOFYANSYAH, S.STP,MAP

19920126 201206 1 001

NUR SOFYANSYAH, S.STP,MAP

19920126 201206 1 001

NUR SOFYANSYAH, S.STP,MAP

19920126 201206 1 001

NUR SOFYANSYAH, S.STP,MAP

19920126 201206 1 001

NUR SOFYANSYAH, S.STP,MAP

19920126 201206 1 001

NUR SOFYANSYAH, S.STP,MAP

19920126 201206 1 001

NUR SOFYANSYAH, S.STP,MAP

19920126 201206 1 001

NUR SOFYANSYAH, S.STP,MAP

19920126 201206 1 001

2

EMMA, SE

19780518 201410 2 001

ANDI FITRIANI ,SE

19820905 200903 2 004

ANDI FITRIANI ,SE

19820905 200903 2 004

EMMA, SE

19780518 201410 2 001

EMMA, SE

19780518 201410 2 001

ANDI FITRIANI ,SE.M.M

19820905 200903 2 004

KASUBID PENGELOLAAN DANA 
PERIMBANGAN

KASUBID PENGELOLAAN KAS 
DAERAH

KABID ANGGARAN DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran Perubahan APBD

Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

Penatausahaan Pembiayaan Daerah

2

4

Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah

Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan11

KABID ANGGARAN DAERAH

KASUBID PENGELOLAAN DANA 
PERIMBANGAN

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN 
DAERAH

KABID ANGGARAN DAERAH

KABID ANGGARAN DAERAH

KABID ANGGARAN DAERAH

KABID ANGGARAN DAERAH

KABID ANGGARAN DAERAH

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN 
DAERAH

BIDANG ANGGARAN DAERAH

BIDANG ANGGARAN DAERAH

KABID ANGGARAN DAERAH

BIDANG PERBENDAHARAAN 
DAERAH

KABID ANGGARAN DAERAH

BIDANG PERBENDAHARAAN 
DAERAH

BIDANG PERBENDAHARAAN 
DAERAH

BIDANG ANGGARAN DAERAH

BIDANG ANGGARAN DAERAH

BIDANG PERBENDAHARAAN 
DAERAH

BIDANG PERBENDAHARAAN 
DAERAH

BIDANG PERBENDAHARAAN 
DAERAH

BIDANG ANGGARAN DAERAH

8

7

5

Sub. Kegiatan :

10

6

5

Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank 
dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

BIDANG ANGGARAN DAERAH

KASUBID PENGELOLAAN DANA 
PERIMBANGAN

BIDANG ANGGARAN DAERAH

BIDANG ANGGARAN DAERAH

BIDANG ANGGARAN DAERAH

Koordinasi ,Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD

Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan

Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

9

6

3

1

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD

Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana 
Perimbangan dan Dana Transfer lainnya 

Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD4

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD3

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran APBD
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JUFRI NUR , SE
19810607 200803 1 003

ANDI FITRIANI ,SE.M.M

19820905 200903 2 004

JUFRI NUR , SE
19810607 200803 1 003

JUFRI NUR , SE
19810607 200803 1 003

3

BASNIATY, SE.MM

19790915 200502 2 008

BASNIATY, SE.MM

19790915 200502 2 008

BASNIATY, SE.MM

19790915 200502 2 008

BASNIATY, SE.MM

19790915 200502 2 008

BASNIATY, SE.MM
19790915 200502 2 008

BASNIATY, SE.MM

19790915 200502 2 008

BASNIATY, SE.MM

19790915 200502 2 008

BASNIATY, SE.MM

19790915 200502 2 008

BASNIATY, SE.MM

19790915 200502 2 008

BASNIATY, SE.MM

19790915 200502 2 008

KABID AKUNTANSI DAN PELAPORAN 
KEUANGAN DAERAH

KABID AKUNTANSI DAN PELAPORAN 
KEUANGAN DAERAH

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN 
DAERAH

KASUBID PEMBINAAN 
PENATAUSAHAAN KEUANGAN 

DAERAH

KASUBID PEMBINAAN 
PENATAUSAHAAN KEUANGAN 

DAERAH

KABID AKUNTANSI DAN PELAPORAN 
KEUANGAN DAERAH

7

BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN 
KEUANGAN DAERAH

BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN 
KEUANGAN DAERAH

KABID AKUNTANSI DAN PELAPORAN 
KEUANGAN DAERAH

KABID AKUNTANSI DAN PELAPORAN 
KEUANGAN DAERAH

KABID AKUNTANSI DAN PELAPORAN 
KEUANGAN DAERAH

KABID AKUNTANSI DAN PELAPORAN 
KEUANGAN DAERAH

BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN 
KEUANGAN DAERAH

2

3 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran

4

Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 

Sub. Kegiatan :

KASUBID PEMBINAAN 
PENATAUSAHAAN KEUANGAN 

DAERAH

BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN 
KEUANGAN DAERAH

BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN 
KEUANGAN DAERAH

BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN 
KEUANGAN DAERAH

BIDANG PERBENDAHARAAN 
DAERAH

BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN 
KEUANGAN DAERAH

BIDANG PERBENDAHARAAN 
DAERAH

BIDANG PERBENDAHARAAN 
DAERAH

BIDANG PERBENDAHARAAN 
DAERAH

BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN 
KEUANGAN DAERAH

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 
Kab/kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
APBD Kabupaten / Kota

Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
APBD

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah

5

BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN 
KEUANGAN DAERAH

Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah

Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

7

8

9

10

Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan 
Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas

Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan 
Instansi Terkait

6

KABID AKUNTANSI DAN PELAPORAN 
KEUANGAN DAERAH

KABID AKUNTANSI DAN PELAPORAN 
KEUANGAN DAERAH

Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

8

10 Penyusunan Sitem dan prosedur Akuntansi dan pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekultas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan 
Beban

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas 
dan Pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

1

9 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN 

KEUANGAN DAERAH
KABID AKUNTANSI DAN PELAPORAN 

KEUANGAN DAERAH
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BASNIATY, SE.MM

19790915 200502 2 008

BASNIATY, SE.MM

19790915 200502 2 008

BASNIATY, SE.MM

19790915 200502 2 008

4

NUR SOFYANSYAH, S.STP,MAP

19920126 201206 1 001

NUR SOFYANSYAH, S.STP,MAP

19920126 201206 1 001

NUR SOFYANSYAH, S.STP,MAP
19920126 201206 1 001

NAMA / NIP JABATAN

1 3 4 5

III

1

ANDI ARWIS, ST.M.Si

19710405 200604 1 029

ANDI ARWIS, ST.M.Si

19710405 200604 1 029

ANDI ARWIS , ST.M.Si

19710405 200604 1 029

ANDI ARWIS , ST.M.Si

19710405 200604 1 029

ANDI ARWIS , ST.M.Si

19710405 200604 1 029

ANDI ARWIS , ST.M.Si

19710405 200604 1 029

BIDANG PENGELOLAAN BARANG 
MILIK DAERAH

Penyusunan Standar Harga

Penyusunan perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

KABID PENGELOLAAN BARANG 
MILIK DAERAH

Sub. Kegiatan :

KABID ANGGARAN DAERAH

KABID PENGELOLAAN BARANG 
MILIK DAERAH

KABID PENGELOLAAN BARANG 
MILIK DAERAH

KABID ANGGARAN DAERAH

Pengelolaan  Dana Darurat dan mendesak 

Pengelolaan Dana Bagi hasil Kabupaten/Kota

KABID ANGGARAN DAERAH

BIDANG ANGGARAN DAERAH

BIDANG ANGGARAN DAERAH

2

3

Sub Kegiatan

KABID PENGELOLAAN BARANG 
MILIK DAERAH

4

KABID PENGELOLAAN BARANG 
MILIK DAERAH

Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

KABID AKUNTANSI DAN PELAPORAN 
KEUANGAN DAERAH

BIDANG PENGELOLAAN BARANG 
MILIK DAERAH

BIDANG PENGELOLAAN BARANG 
MILIK DAERAH

BIDANG PENGELOLAAN BARANG 
MILIK DAERAH

BIDANG PENGELOLAAN BARANG 
MILIK DAERAH

BIDANG PENGELOLAAN BARANG 
MILIK DAERAH

BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN 
KEUANGAN DAERAH

BIDANG ANGGARAN DAERAH

KABID PENGELOLAAN BARANG 
MILIK DAERAH

11 Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kab/Kota

1

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah

NO PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN UNIT KERJA BPKPD
PPTK 

2

3 Penatausahaan Barang Milik Daerah

Inventarisasi Barang Milik Daerah

Pengamanan Barang Milik Daerah

6

5

KABID AKUNTANSI DAN PELAPORAN 
KEUANGAN DAERAH

2

1

Pengelolaan Baranh Milik Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah

Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN 
KEUANGAN DAERAH

BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN 
KEUANGAN DAERAH

KABID AKUNTANSI DAN PELAPORAN 
KEUANGAN DAERAH

13

12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kab/kota
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ANDI ARWIS , ST.M.Si

19710405 200604 1 029

ANDI ARWIS , ST.M.Si

19710405 200604 1 029

ANDI ARWIS , ST.M.Si

19710405 200604 1 029

ANDI ARWIS , ST.M.Si

19710405 200604 1 029

NAMA / NIP JABATAN

1 3 4 5

IV

1

ABDUL WAHIDIN, S.E.M.M

19760808 200604 1 024

ABDUL WAHIDIN, S.E.M.M

19760808 200604 1 024

ABDUL WAHIDIN, S.E.M.M

19760808 200604 1 024

ABDUL WAHIDIN, S.E.M.M

19760808 200604 1 024

ABDUL WAHIDIN, S.E.M.M

19760808 200604 1 024

ABDUL WAHIDIN, S.E.M.M

19760808 200604 1 024

ABDUL WAHIDIN, S.E.M.M

19760808 200604 1 024

ABDUL WAHIDIN, S.E.M.M

19760808 200604 1 024

ABDUL WAHIDIN, S.E.M.M

19760808 200604 1 024

i

KABID PENGELOLAAN BARANG 
MILIK DAERAH

KABID PENGELOLAAN BARANG 
MILIK DAERAH

KABID PENGELOLAAN BARANG 
MILIK DAERAH

KABID PENGELOLAAN BARANG 
MILIK DAERAH

KABID PENGELOLAAN 
PENDAPATAN DAERAH

KABID PENGELOLAAN 
PENDAPATAN DAERAH

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

KABID PENGELOLAAN 
PENDAPATAN DAERAH

KABID PENGELOLAAN 
PENDAPATAN DAERAH

KABID PENGELOLAAN 
PENDAPATAN DAERAH

KABID PENGELOLAAN 
PENDAPATAN DAERAH

KABID PENGELOLAAN 
PENDAPATAN DAERAH

KABID PENGELOLAAN 
PENDAPATAN DAERAH

PPTK 

KABID PENGELOLAAN 
PENDAPATAN DAERAH

BIDANG PENGELOLAAN 
PENDAPATAN DAERAH

BIDANG PENGELOLAAN 
PENDAPATAN DAERAH

BIDANG PENGELOLAAN BARANG 
MILIK DAERAH

BIDANG PENGELOLAAN 
PENDAPATAN DAERAH

BIDANG PENGELOLAN 
PENDAPATAN DAERAH

UNIT KERJA BPKPD

BIDANG PENGELOLAAN 
PENDAPATAN DAERAH

BIDANG PENGELOLAAN 
PENDAPATAN DAERAH

BIDANG PENGELOLAAN 
PENDAPATAN DAERAH

BIDANG PENGELOLAAN BARANG 
MILIK DAERAH

BIDANG PENGELOLAAN BARANG 
MILIK DAERAH

BIDANG PENGELOLAAN BARANG 
MILIK DAERAH

Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah

BIDANG PENGELOLAAN 
PENDAPATAN DAERAH

Sub Kegiatan : 

Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah

Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

1

2

7

8

Penetapan Wajib Pajak Daerah

Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan  dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan hak atas Tanah 
dan Bangunan (BPHTB) 

3

5

7

Penyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

4

8

9

BIDANG PENGELOLAAN 
PENDAPATAN DAERAH

2

Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

6

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

10

Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah pemerintah Kabupaten/Kota

Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

NO PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN

9

Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik 
Daerah
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ABDUL WAHIDIN, S.E.M.M

19760808 200604 1 024

ABDUL WAHIDIN, S.E.M.M

19760808 200604 1 024

ABDUL WAHIDIN, S.E.M.M

19760808 200604 1 024

ABDUL WAHIDIN, S.E.M.M

19760808 200604 1 024

ABDUL WAHIDIN, S.E.M.M

19760808 200604 1 024

a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
Plt. KEPALA BADAN,

      ^

NURSAL IKHSAN, SE.,Mak,M.Si.
Pangkat : Pembina TK. 1 IV/b
NIP. 19830525 200604 1 016

KABID PENGELOLAAN 
PENDAPATAN DAERAH

KABID PENGELOLAAN 
PENDAPATAN DAERAH

KABID PENGELOLAAN 
PENDAPATAN DAERAH

KABID PENGELOLAAN 
PENDAPATAN DAERAH

BIDANG PENGELOLAAN 
PENDAPATAN DAERAH

BIDANG PENGELOLAAN 
PENDAPATAN DAERAH

BIDANG PENGELOLAAN 
PENDAPATAN DAERAH

KABID PENGELOLAAN 
PENDAPATAN DAERAH

10

BIDANG PENGELOLAAN 
PENDAPATAN DAERAH

Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

BIDANG PENGELOLAAN 
PENDAPATAN DAERAH

Penelitian dan Verifikasi Data pelaporan Pajak Daerah

Penagihan Pajak Daerah11

12

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

13

14
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